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    ABSTRAK

    Penelitian ini menganalisis determinan kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di SDN Ampukung Hulu Kelua, Kabupaten Tabalong. Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pengawas pembina sebagai informan kunci, guru wali kelas VI, dan guru Pendidikan Agama Islam. Data dianalisis dengan model interaktif dan diuji melalui credibility, transferability, dependability, serta confirmability. Hasil menunjukkan kepemimpinan keputusan dipengaruhi gaya demokratis, kejelasan visi–misi, dan kemampuan komunikasi yang memotivasi serta melibatkan warga sekolah. Kendala utama berupa keterbatasan sarana prasarana dan tingginya ekspektasi masyarakat. Solusi dilakukan dengan mengajukan proposal ke instansi terkait dan membangun kerja sama dengan aparat desa, didukung dinas pendidikan, guru/staf, serta orang tua. Temuan menegaskan pentingnya pelibatan guru, komite, dan orang tua agar keputusan akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN


Perubahan
kebijakan, tuntutan kualitas layanan, serta dinamika kebutuhan peserta didik
membuat sekolah harus adaptif dalam mengelola pembelajaran maupun sumber daya.
Dalam konteks ini, kepala sekolah menjadi aktor kunci karena memimpin
koordinasi kerja guru/staf dan menentukan arah organisasi sekolah. Pada level
praktik, pengambilan keputusan bukan sekadar memilih alternatif, tetapi juga
mengelola risiko konflik, membangun dukungan warga sekolah, dan memastikan
keputusan dapat dijalankan secara konsisten. Realitas tersebut juga tampak pada
SDN Ampukung Hulu yang mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah dan
menghadapi situasi organisasi yang menuntut keputusan netral serta berbasis
pertimbangan matang agar tidak memicu perbedaan pendapat yang lebih besar.


Secara
normatif, tuntutan peran kepala sekolah mengarah pada kepemimpinan yang kuat
sekaligus akuntabel. Standar kompetensi kepala sekolah menekankan dimensi
manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian, dan sosial sebagai fondasi
untuk menggerakkan sekolah dan meningkatkan mutu layanan. Sejalan dengan itu,
kajian ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan bagian integral
dari peran kepala sekolah dan dipengaruhi beragam faktor, seperti
pengalaman/kompetensi, partisipasi pemangku kepentingan, ketersediaan sumber
daya, hingga lingkungan eksternal.


Tantangan
pengambilan keputusan di sekolah dasar juga tidak bisa dilepaskan dari problem
sistemik, khususnya sarana-prasarana. Berbagai laporan statistik pendidikan
menunjukkan bahwa kondisi ruang kelas SD masih menghadapi kerusakan yang cukup
besar (porsi ruang kelas kategori rusak ringan/sedang hingga rusak berat masih
signifikan). Situasi ini relevan dengan kondisi di SDN Ampukung Hulu, di mana
keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala utama yang
memengaruhi kelancaran keputusan sekolah, baik pada aspek program maupun
layanan.


Dari
sisi teori, keputusan di organisasi pendidikan idealnya dipahami sebagai proses
sosial bukan tindakan individual semata. Perspektif pengambilan keputusan
partisipatif (misalnya model normatif yang menyesuaikan gaya keputusan dengan
situasi) menjelaskan bahwa efektivitas keputusan sangat dipengaruhi kualitas
informasi, penerimaan anggota, tekanan waktu, dan potensi konflik. Dalam
kerangka kepemimpinan sekolah, pendekatan kepemimpinan terdistribusi juga
menempatkan pengaruh kepemimpinan sebagai hasil interaksi
pemimpin-pengikut–situasi, sehingga partisipasi guru/staf menjadi bagian
penting dari kapasitas organisasi sekolah. Perspektif ini beririsan dengan
fokus penelitian, bahwa gaya kepemimpinan demokratis, kejelasan visi misi, dan
kemampuan komunikasi merupakan determinan penting dalam pengambilan keputusan
di sekolah.











Penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kepala sekolah banyak dikaji
dari sisi peningkatan kemampuan personal dan tahapan proses. Sebagian studi
menekankan strategi peningkatan kemampuan mengambil keputusan (misalnya
penguatan keterampilan, kreativitas, kestabilan emosi, dan tanggung jawab),
sedangkan studi lainnya menekankan tahapan proses (mulai observasi, pengumpulan
data, identifikasi masalah, musyawarah, pendekatan interpersonal, hingga
supervisi). Di level yang lebih luas, penelitian tentang pengambilan keputusan
partisipatif juga sering menautkannya dengan komitmen kerja dan penerimaan kebijakan
sekolah, sehingga partisipasi bukan hanya prosedur, melainkan faktor legitimasi
keputusan.


Pembeda
utama penelitian ini dibanding banyak studi sebelumnya terletak pada fokus
“kombinasi determinan” yang diuji secara kontekstual pada sekolah dasar: (1)
gaya kepemimpinan demokratis sebagai mekanisme pelibatan, (2) visi–misi sebagai
kompas konsistensi keputusan, dan (3) komunikasi sebagai prasyarat koordinasi
dan motivasi serta bagaimana ketiganya bernegosiasi dengan kendala nyata
(keterbatasan sarpras dan ekspektasi masyarakat). Selain itu, riset ini
menonjolkan konteks sekolah sebagai ruang sosial yang berhadapan langsung
dengan ekspektasi warga sekitar, sehingga keputusan menuntut strategi hubungan
kemitraan lokal, misalnya pengajuan proposal dan kolaborasi dengan aparat desa.


Berdasarkan
latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga
pertanyaan: faktor apa saja yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam
pengambilan keputusan, kendala apa yang menghambatnya, dan solusi seperti apa
yang dilakukan untuk mengatasinya. Adapun tujuan penelitian adalah: (1)
menganalisis faktor yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam
pengambilan keputusan; (2) menganalisis kepemimpinan kepala sekolah dalam
pengambilan keputusan; serta (3) menganalisis solusi untuk mengatasi kendala
yang menghambat proses pengambilan keputusan di SDN Ampukung Hulu.


 


TINJAUAN
PUSTAKA


Tinjauan
pustaka pada penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan sekolah
pada dasarnya adalah praktik pengambilan keputusan di bawah keterbatasan sumber
daya, tekanan akuntabilitas, serta ekspektasi pemangku kepentingan. Dalam
beberapa tahun terakhir, literatur menekankan bahwa pekerjaan pemimpin
pendidikan tidak hanya “strategis”, tetapi juga sangat operasional mulai dari
mengelola anggaran, rapat-rapat rutin, hingga keputusan disiplin dan layanan
akademik yang menuntut ketepatan keputusan sekaligus kemampuan membangun
penerimaan dari warga sekolah. Pada saat yang sama, agenda peningkatan mutu
mendorong sekolah menjadi organisasi pembelajar yang perlu memanfaatkan data
dan bukti untuk memprioritaskan program, sehingga keputusan kepala sekolah
semakin kompleks, tidak bisa sekadar mengandalkan intuisi, melainkan
membutuhkan proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.


Dalam
kerangka teori organisasi dan manajemen pendidikan, pengambilan keputusan
dipandang sebagai proses sosial yang dipengaruhi kualitas informasi, penerimaan
anggota, tingkat konflik, serta tekanan waktu. Perspektif pengambilan keputusan
partisipatif menegaskan bahwa keputusan lebih efektif ketika prosesnya
menyesuaikan situasi: semakin tinggi kebutuhan penerimaan anggota dan semakin
beragam perspektif yang dibutuhkan, semakin penting melibatkan guru/staf dalam
perumusan alternatif dan pemilihan opsi. Argumen ini sejalan dengan
kecenderungan riset mutakhir yang menempatkan “partisipasi” bukan sebagai
formalitas, melainkan sebagai mekanisme legitimasi dan peningkatan kualitas
keputusan (karena memperkaya informasi, memperkecil resistensi, dan memperkuat
komitmen implementasi).


Sejalan
dengan itu, konsep distributed leadership dan kepemimpinan kolaboratif menjadi
salah satu arus utama dalam literatur lima tahun terakhir. Tinjauan sistematis
menunjukkan bahwa kepemimpinan terdistribusi dipahami sebagai pengaruh
kepemimpinan yang muncul dari interaksi pemimpin–guru–situasi, dan dapat
memperkuat kapasitas sekolah ketika pembagian peran, koordinasi, serta
rutinitas kerja berjalan jelas. Namun, studi-studi mutakhir juga mengingatkan
adanya sisi “terang dan gelap”: distribusi peran yang tidak terkelola dapat
memunculkan beban tambahan, ambiguitas peran, atau ketegangan antaraktor.
Karena itu, kepemimpinan demokratis yang menekankan musyawarah dan kejelasan
tanggung jawab menjadi relevan sebagai “jembatan” antara partisipasi dan
keteraturan implementasi keputusan.


Pada
konteks kepemimpinan demokratis, literatur terbaru menyoroti indikator utama
seperti pelibatan guru dalam kebijakan sekolah, komunikasi dua arah,
penghargaan atas inisiatif, dukungan pengembangan profesional, serta iklim
kerja yang inklusif. Pola ini berkontribusi pada meningkatnya rasa memiliki
(ownership) terhadap program sekolah, memperkuat disiplin organisasi, dan
memudahkan kepala sekolah mendorong perubahan tanpa resistensi tinggi. Artinya,
ketika sekolah menghadapi keputusan yang sensitif misalnya penetapan prioritas
program atau pengelolaan keterbatasan sarana gaya demokratis memberi ruang
deliberasi, memperkaya alasan keputusan, dan memperkuat penerimaan sosial di
tingkat guru serta orang tua.


Selain
gaya kepemimpinan, penelitian mutakhir juga konsisten menempatkan visi–misi
sebagai determinan strategis yang mengarahkan keputusan. Visi–misi berfungsi
sebagai kompas normatif dan kriteria prioritas: keputusan yang baik bukan hanya
“yang mungkin dilakukan”, tetapi yang paling selaras dengan tujuan sekolah dan
kebutuhan peserta didik. Pada literatur kepemimpinan pembelajaran
(instructional leadership), kepala sekolah dipandang efektif ketika mampu
menerjemahkan visi–misi ke dalam target pembelajaran, supervisi akademik, serta
penguatan kapasitas guru. Bukti empiris beberapa tahun terakhir menunjukkan
bahwa orientasi kepemimpinan pembelajaran berkorelasi dengan perbaikan praktik
guru dan kualitas proses belajar, sehingga keputusan terkait program akademik,
supervisi, dan pengembangan guru cenderung lebih berdampak ketika dipandu oleh
arah strategis yang jelas.


Dalam
praktiknya, visi–misi tidak akan bekerja tanpa komunikasi kepemimpinan yang
kuat. Literatur lima tahun terakhir menekankan komunikasi sebagai kompetensi
inti kepemimpinan sekolah karena menjadi instrumen koordinasi, negosiasi, dan
manajemen ekspektasi baik di internal (guru/staf) maupun eksternal (komite,
orang tua, pemerintah desa/daerah). Temuan lintas konteks menunjukkan bahwa
ketika guru memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam
pengambilan keputusan sekolah, mereka cenderung merasakan otonomi profesional
dan peluang kepemimpinan yang lebih baik, yang pada akhirnya memperkuat
keterikatan dan kesiapan menjalankan kebijakan sekolah. Dalam perspektif tata
kelola, komunikasi juga terkait langsung dengan transparansi dan akuntabilitas:
keputusan yang dikomunikasikan secara jelas beserta alasan, batasan sumber
daya, dan rencana tindak lanjut lebih mudah diterima serta diawasi secara sehat
oleh pemangku kepentingan.


Literatur
juga menegaskan bahwa kualitas keputusan sangat dipengaruhi konteks, terutama
keterbatasan sarana-prasarana dan tekanan harapan masyarakat. Kondisi ini
membuat sekolah perlu strategi resource mobilization dan kemitraan: mengakses
dukungan dinas/instansi, membangun kolaborasi dengan komite dan pemerintah
desa, serta memastikan program prioritas tetap berjalan meski sumber daya
terbatas. Dalam dokumen penguatan kepemimpinan sekolah (termasuk konteks
Indonesia), pengambilan keputusan sering diposisikan berdampingan dengan
manajemen aset, perencanaan program, serta keterlibatan komunitas menandakan
bahwa keputusan kepala sekolah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mengelola
ekosistem sekolah.


Berdasarkan
lanskap kajian tersebut, celah penelitian yang masih relevan adalah kebutuhan
untuk menguji secara kontekstual “kombinasi determinan” kepemimpinan dalam
keputusan sekolah bukan hanya menilai gaya kepemimpinan atau tahapan keputusan
secara terpisah. Penelitian Anda menempati ruang pembeda itu dengan
mengolaborasikan kepemimpinan demokratis (sebagai mekanisme partisipasi),
visi–misi (sebagai kompas strategi), dan komunikasi (sebagai prasyarat
koordinasi dan legitimasi), lalu menautkannya dengan kendala nyata di tingkat
sekolah dasar (keterbatasan sarpras dan ekspektasi masyarakat) serta strategi
solutif berbasis kemitraan. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini mendukung
kerangka berpikir bahwa kualitas keputusan kepala sekolah lahir dari interaksi antara
gaya kepemimpinan, arah strategis, kompetensi komunikasi, dan konteks
implementasi.











Kerangka
konseptual penelitian ini memandang pengambilan keputusan sekolah sebagai
proses sosial-organisasional yang kualitasnya ditentukan oleh kemampuan kepala
sekolah membangun legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas keputusan. Dalam
konteks sekolah dasar, keputusan yang baik tidak lahir semata dari otoritas
formal, melainkan dari interaksi antara kepemimpinan kepala sekolah,
partisipasi warga sekolah, dan kondisi situasional yang melingkupi sekolah.
Karena itu, penelitian ini menempatkan tiga determinan utama sebagai penggerak
kepemimpinan keputusan, yakni gaya kepemimpinan demokratis, kejelasan
visi–misi, dan kemampuan komunikasi. Kepemimpinan demokratis dipahami sebagai
mekanisme pelibatan yang memperkaya informasi, memperkecil resistensi, dan
menguatkan komitmen pelaksanaan; visi–misi berperan sebagai kompas untuk
menetapkan prioritas dan menjaga konsistensi arah program; sedangkan komunikasi
menjadi perangkat koordinasi, penyamaan persepsi, motivasi, dan pengelolaan
konflik agar keputusan dapat dipahami serta diterima oleh guru, staf, komite,
dan orang tua.


Namun,
efektivitas keputusan tersebut selalu diuji oleh faktor konteks. Keterbatasan
sarana-prasarana dan tingginya ekspektasi masyarakat/orang tua berpotensi
melemahkan implementasi keputusan bila tidak diimbangi strategi mobilisasi
dukungan. Oleh sebab itu, penelitian ini juga melihat proses keputusan sebagai
rangkaian yang berlanjut dari identifikasi masalah, musyawarah, penetapan
alternatif dan prioritas, hingga komunikasi tindak lanjut dan evaluasi
sederhana. Pada fase implementasi, dukungan internal (guru/staf) dan dukungan
eksternal (dinas pendidikan, komite/orang tua, serta aparat desa) dipahami sebagai
penopang penting untuk memastikan keputusan tetap realistis dan berjalan.
Dengan demikian, kerangka penelitian ini menegaskan bahwa kualitas keputusan
kepala sekolah merupakan hasil integrasi antara determinan kepemimpinan
(demokratis, visi–misi, komunikasi), proses keputusan yang partisipatif dan
transparan, serta kemampuan sekolah membangun kolaborasi untuk merespons
keterbatasan sumber daya dan tekanan ekspektasi publik.


 


METODOLOGI


Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
orientasi studi kasus yang berlokasi di SDN Ampukung Hulu Kelua, Kabupaten
Tabalong. Fokus kajian diarahkan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor
yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan,
termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan. Secara
konseptual-operasional, kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan
dipetakan ke dalam indikator utama yang diteliti (misalnya gaya kepemimpinan,
visi–misi yang terkomunikasikan, dan kemampuan komunikasi), kemudian diperluas
pada aspek hambatan (seperti keterbatasan sarana-prasarana dan tingginya
ekspektasi masyarakat) serta strategi pemecahan (misalnya pengajuan proposal ke
dinas terkait dan kolaborasi dengan aparat desa). Informan dipilih secara
purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap proses pengambilan
keputusan, yaitu pengawas pembina sebagai key informant, serta guru wali kelas
VI dan guru PAI sebagai informan pendukung yang merepresentasikan perspektif
pelaksana kebijakan sekolah.


Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh serta saling menguatkan
antar-sumber data. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pertimbangan,
dan praktik kepemimpinan kepala sekolah saat mengambil keputusan; observasi
dipakai untuk melihat dinamika interaksi, pola komunikasi, serta praktik
partisipasi di lingkungan sekolah; sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk
menelusuri bukti administratif dan jejak keputusan (misalnya dokumen program
sekolah, notulen/arsip kegiatan, atau berkas pendukung lain yang relevan). Data
dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data,
penyuntingan, pengkodean, tabulasi, analisis, dan penafsiran hingga
menghasilkan temuan yang bermakna. Keabsahan data dijaga melalui uji
credibility, transferability, dependability, dan confirmability (misalnya
dengan triangulasi, pengecekan kembali informasi kunci, serta penelusuran
konsistensi temuan), sehingga hasil penelitian tetap dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah tanpa mengubah data yang telah diperoleh.


 


HASIL
PENELITIAN


Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan
keputusan di SDN Ampukung Hulu Kelua dipengaruhi oleh tiga faktor
utama: gaya kepemimpinan, visi–misi, dan kemampuan komunikasi.
Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keputusan organisasi
pendidikan menjadi lebih efektif ketika pemimpin mampu mengombinasikan
mekanisme partisipasi (demokratis), arah strategis (visi–misi), dan komunikasi
kepemimpinan yang jelas untuk menjaga koordinasi serta penerimaan warga
sekolah. Dalam konteks ini, temuan lapangan memperlihatkan bahwa kepala sekolah
dipersepsikan menerapkan gaya demokratis yang melibatkan guru dan staf, namun tetap
menjaga arah keputusan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan
informan: “Beliau sangat melibatkan guru dan staf dalam pengambilan
keputusan, namun tetap memberikan arahan yang jelas. Bisa dikatakan beliau
orangnya demokratis.” Temuan lain menunjukkan visi sekolah bernuansa
agamis dipahami sebagai kompas dan motivasi bersama: “Beliau memiliki visi
yang kuat untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang bernuansa agamis.
Visi ini telah berhasil dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah dan menjadi
motivasi bersama.” Selain itu, kemampuan komunikasi kepala sekolah dinilai
baik dan mampu memotivasi tim: “Beliau memiliki kemampuan berkomunikasi
yang baik serta mampu memotivasi tim.” (Dalam teori kepemimpinan
partisipatif, kombinasi partisipasi + arah yang jelas seperti ini biasanya
memperkuat legitimasi keputusan dan memudahkan implementasi.)











Tabel 1. Profil Informan dan Sumber Data
Penelitian



 
  	
  Kode
  Informan

  
  	
  Peran/Posisi

  
  	
  Status
  dalam penelitian

  
  	
  Kontribusi
  data utama

  
  	
  Teknik

  
 

 
  	
  I1

  
  	
  Pengawas
  pembina Kecamatan Kelua

  
  	
  Key
  informant

  
  	
  Perspektif
  pembinaan/penilaian kepemimpinan dan keputusan sekolah

  
  	
  Wawancara

  
 

 
  	
  I2

  
  	
  Guru
  Wali Kelas VI

  
  	
  Informan
  sekunder

  
  	
  Pengalaman
  pelaksanaan keputusan, iklim kerja, koordinasi internal

  
  	
  Wawancara/Observasi

  
 

 
  	
  I3

  
  	
  Guru
  PAI

  
  	
  Informan
  sekunder

  
  	
  Perspektif
  lintas kelas, budaya sekolah, komunikasi, dukungan orang tua

  
  	
  Wawancara/Observasi

  
 

 
  	
  Dok

  
  	
  Dokumen
  sekolah

  
  	
  Sumber
  pendukung

  
  	
  Jejak
  keputusan/program sekolah dan bukti administratif

  
  	
  Dokumentasi

  
 




Sumber: Diolah Penulis (2024)


 


Faktor yang
Mempengaruhi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengambilan Keputusan


Secara
empiris, faktor pertama yang muncul adalah gaya kepemimpinan demokratis.
Pelibatan guru/staf dalam keputusan menunjukkan adanya pola partisipatif yang,
menurut teori pengambilan keputusan partisipatif, cenderung memperkuat kualitas
keputusan karena informasi lebih kaya dan penerimaan pelaksana meningkat. Pada
kasus ini, informan menegaskan bahwa kepala sekolah melibatkan guru dan staf
namun tetap memberi arahan, sehingga keputusan tetap terarah dan tidak
kehilangan kendali organisasi.


Faktor
kedua adalah visi dan misi yang menjadi acuan dan motivasi kolektif.
Dalam teori kepemimpinan visioner dan kepemimpinan sekolah, visi–misi berfungsi
sebagai “kompas prioritas” untuk menentukan pilihan program dan menjaga
konsistensi arah, terutama saat sekolah menghadapi banyak kebutuhan yang
bersaing. Temuan lapangan menunjukkan visi bernuansa agamis tidak berhenti
sebagai tulisan, tetapi dikomunikasikan dan dipahami warga sekolah.











Faktor ketiga
adalah kemampuan komunikasi. Teori kepemimpinan pendidikan menempatkan
komunikasi sebagai kompetensi inti karena keputusan yang baik dapat gagal bila
pesan, pembagian peran, dan tindak lanjut tidak dipahami. Pada penelitian ini,
komunikasi kepala sekolah dinilai baik dan mampu memotivasi tim, yang mengarah
pada koordinasi kerja yang lebih lancar.


Tabel 2. Matriks Temuan Faktor Penentu dan
Bukti Data



 
  	
  Faktor
  penentu

  
  	
  Bukti
  temuan lapangan

  
  	
  Kutipan
  kunci informan

  
 

 
  	
  Gaya
  kepemimpinan (demokratis)

  
  	
  Guru/staf
  dilibatkan; kepala sekolah tetap memberi arahan yang jelas

  
  	
  “Beliau
  sangat melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan, namun tetap
  memberikan arahan yang jelas. Bisa dikatakan beliau orangnya demokratis”

  
 

 
  	
  Visi–misi

  
  	
  Visi
  bernuansa agamis menjadi motivasi bersama dan dikomunikasikan ke warga
  sekolah

  
  	
  “Beliau
  memiliki visi yang kuat untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang
  bernuansa agamis. Visi ini telah berhasil dikomunikasikan kepada seluruh
  warga sekolah dan menjadi motivasi bersama.”

  
 

 
  	
  Kemampuan
  komunikasi

  
  	
  Komunikasi
  baik dan memotivasi tim

  
  	
  “Beliau
  memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik serta mampu memotivasi tim.”

  
 




Sumber: Diolah Penulis (2024)


 


Praktik Pengambilan
Keputusan dan Dampaknya


Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di sekolah
bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Informan menyatakan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan guru dan
staf, tetapi juga komite sekolah, orang tua, bahkan siswa: “Proses
pengambilan keputusan di sekolah ini sangat partisipatif. Selain guru dan staf,
kepala sekolah juga melibatkan komite sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa
dalam diskusi.” Praktik ini sejalan dengan teori kepemimpinan
terdistribusi/distributed leadership yang memandang kepemimpinan sebagai kerja
bersama antaraktor sekolah, sehingga keputusan menjadi lebih “milik organisasi”
dan lebih mudah dijalankan.


Dalam
mekanismenya, keputusan penting ditempuh melalui rapat berkala, dengan kepala
sekolah berperan sebagai fasilitator namun tetap menjadi pengambil keputusan
akhir: “Keputusan penting biasanya diambil melalui rapat-rapat berkala
yang melibatkan semua pihak terkait. Kepala sekolah berperan sebagai
fasilitator dan pengambil keputusan akhir.” Dampak yang dirasakan di lingkungan
internal sekolah terlihat pada suasana kerja-belajar yang kondusif dan hubungan
harmonis: “Tercipta suasana sekolah yang kondusif untuk belajar dan
bekerja. Hubungan antarwarga sekolah sangat harmonis dan saling
mendukung.” Sementara itu, pada lingkungan eksternal, partisipasi
masyarakat dinilai tinggi hingga sekolah menjadi pusat aktivitas
komunitas: “Masyarakat sekitar sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjadi pusat kegiatan masyarakat.” Dalam
teori stakeholder sekolah, partisipasi komunitas seperti ini biasanya
memperkuat legitimasi sosial sekolah dan membantu keberlanjutan program.


 


Tabel 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan
dan Dampak (Berdasarkan Data Informan)



 
  	
  Aspek

  
  	
  Temuan
  utama

  
  	
  Kutipan
  kunci

  
 

 
  	
  Pola
  keputusan

  
  	
  Partisipatif,
  melibatkan internal dan eksternal

  
  	
  “...melibatkan
  komite sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa dalam diskusi.”

  
 

 
  	
  Forum
  keputusan

  
  	
  Rapat
  berkala; kepala sekolah fasilitator & keputusan akhir

  
  	
  “...rapat-rapat
  berkala... Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator dan pengambil
  keputusan akhir.”

  
 

 
  	
  Dampak
  internal

  
  	
  Iklim
  kondusif, relasi harmonis

  
  	
  “...suasana
  sekolah yang kondusif... Hubungan antarwarga sekolah sangat harmonis...”

  
 

 
  	
  Dampak
  eksternal

  
  	
  Partisipasi
  masyarakat tinggi; sekolah jadi pusat kegiatan

  
  	
  “...sekolah
  telah menjadi pusat kegiatan masyarakat.”

  
 




Sumber: Diolah Penulis (2024)


 


Kendala
yang Menghambat dan Solusi yang Dilakukan


   Penelitian
menemukan dua kendala signifikan yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah
dalam pengambilan keputusan, yaitu keterbatasan
sarana-prasarana dan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Keterbatasan
fasilitas dipahami menghambat pelaksanaan program yang direncanakan serta dapat
menurunkan kualitas pembelajaran karena ruang kelas, peralatan belajar, dan
teknologi belum memadai. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat yang terlalu
tinggi dapat menimbulkan tekanan bagi kepala sekolah; ketika harapan tidak
terpenuhi, berpotensi memicu ketidakpuasan hingga konflik dan mengganggu
suasana kerja. Secara teoretis, temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa
keputusan sekolah sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya dan tuntutan
stakeholder di lingkungan sekolah.


   Solusi
yang ditempuh kepala sekolah adalah strategi mobilisasi dukungan eksternal dan
kemitraan lokal. Hal ini tampak dari pernyataan: “Untuk mengatasi
tantangan tersebut, kepala sekolah melakukannya dengan mengajukan proposal ke
dinas terkait untuk mendapatkan bantuan, menjalin kerjasama dengan pihak luar
seperti dari aparat desa.” Selain strategi tersebut, terdapat faktor
pendukung yang memperkuat realisasi solusi, yaitu dukungan dinas pendidikan
(pelatihan guru, bantuan sarpras, program pengembangan sekolah), komitmen guru
dan staf untuk menjalankan program sekolah, serta dukungan orang tua dalam
kegiatan sekolah dan pendampingan belajar di rumah.











Tabel 4. Kendala, Konsekuensi, Solusi, dan
Dukungan Implementasi



 
  	
  Kendala
  utama

  
  	
  Konsekuensi
  pada keputusan/implementasi

  
  	
  Solusi
  yang dilakukan

  
  	
  Faktor
  pendukung (data informan)

  
 

 
  	
  Keterbatasan
  sarana-prasarana

  
  	
  Program
  terhambat; kualitas pembelajaran menurun; fasilitas belajar tidak memadai

  
  	
  Pengajuan
  proposal ke dinas terkait

  
  	
  Dukungan
  dinas: pelatihan guru, bantuan sarpras, program pengembangan sekolah

  
 

 
  	
  Ekspektasi
  masyarakat tinggi

  
  	
  Tekanan
  pada kepala sekolah; risiko ketidakpuasan/konflik

  
  	
  Kerja
  sama pihak luar (aparat desa)

  
  	
  Komitmen
  guru/staf; dukungan orang tua dalam kegiatan sekolah & membantu anak
  belajar

  
 




Sumber: Diolah Penulis (2024)


 


PEMBAHASAN


Pembahasan
penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan di sekolah dasar bukanlah
tindakan individual kepala sekolah semata, melainkan praktik kepemimpinan yang
bekerja sebagai proses sosial yakni proses membangun kesepahaman, legitimasi,
dan komitmen pelaksana di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan
ekspektasi publik. Temuan bahwa kepala sekolah di SDN Ampukung Hulu menerapkan
gaya kepemimpinan demokratis selaras dengan teori pengambilan keputusan
partisipatif yang menekankan pentingnya pelibatan anggota ketika keputusan
menuntut penerimaan (acceptance) dan implementasi kolektif. Dalam kerangka
normatif pengambilan keputusan (misalnya pendekatan Vroom–Jago), ketika
kualitas pelaksanaan bergantung pada komitmen guru/staf dan keputusan
berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, gaya partisipatif menjadi rasional
karena memperluas basis informasi, menekan resistensi, dan meningkatkan rasa
memiliki. Itu menjelaskan mengapa pelibatan guru/staf dalam musyawarah namun
tetap disertai arahan yang jelas menjadi pola yang efektif: kepala sekolah
tidak melepaskan fungsi kepemimpinan (arah dan kendali), tetapi mengubahnya
menjadi fasilitasi deliberasi agar keputusan bukan “milik” pemimpin saja,
melainkan menjadi kesepakatan organisasi.











Keterkaitan
antara kepemimpinan demokratis dan kualitas keputusan juga dapat dipahami
melalui perspektif kepemimpinan terdistribusi (distributed leadership).
Perspektif ini memandang kepemimpinan sebagai hasil interaksi
pemimpin–pengikut–situasi, sehingga kapasitas sekolah meningkat ketika peran,
pengetahuan, dan tanggung jawab dipraktikkan bersama. Temuan bahwa keputusan
melibatkan guru, komite, orang tua, bahkan siswa menunjukkan adanya distribusi
pengaruh pada aktor-aktor kunci yang langsung terdampak kebijakan sekolah.
Dalam logika kepemimpinan terdistribusi, pelibatan tersebut bukan sekadar
“mengundang hadir”, melainkan cara membangun kapasitas organisasi: guru
memperkaya perspektif operasional kelas, komite/orang tua memperkuat dukungan
sosial, sedangkan siswa (pada batas yang relevan) menjadi sumber informasi pengalaman
belajar. Ketika proses ini berjalan, keputusan cenderung lebih realistis,
karena mempertimbangkan kondisi nyata pelaksanaan, dan lebih legitim, karena
stakeholder merasa suaranya diakui. Pada saat yang sama, temuan bahwa kepala
sekolah tetap menjadi pengambil keputusan akhir menunjukkan adanya keseimbangan
yang penting: distribusi tidak berarti kehilangan arah, melainkan mengatur
keterlibatan secara terarah agar keputusan tetap konsisten dan dapat
dipertanggungjawabkan.


Faktor
visi–misi yang muncul sebagai determinan kepemimpinan keputusan dapat dimaknai
sebagai perangkat “penyaring prioritas” dalam kondisi kebutuhan sekolah yang
beragam. Visi–misi yang di sekolah ini dipahami bernuansa agamis dan menjadi
motivasi bersama bekerja sebagai orientasi nilai sekaligus orientasi strategi.
Secara teoretis, visi–misi berfungsi menetapkan “mengapa” dan “ke mana”
organisasi bergerak, sehingga membantu pemimpin dan warga sekolah memilih
alternatif yang paling selaras dengan tujuan jangka panjang, bukan sekadar
keputusan reaktif jangka pendek. Dalam konteks pengambilan keputusan, visi–misi
memungkinkan sekolah membangun konsistensi: keputusan yang diambil bukan hanya
berdasarkan keterdesakan, tetapi dapat dijelaskan sebagai bagian dari arah
sekolah. Ini penting terutama saat sekolah berada pada kondisi sarana-prasarana
terbatas dan ekspektasi masyarakat tinggi; tanpa kompas arah, keputusan mudah
terseret pada tuntutan yang berubah-ubah dan sulit diprioritaskan. Karena itu,
temuan penelitian memperlihatkan bahwa visi–misi bukan sekadar dokumen formal,
melainkan menjadi narasi yang mengikat tindakan kolektif serta memperkuat
alasan keputusan di hadapan warga sekolah dan masyarakat.


Kemampuan
komunikasi kepala sekolah juga terbukti sebagai prasyarat yang menjembatani
determinan kepemimpinan dengan keberhasilan implementasi keputusan. Dari
perspektif komunikasi organisasi, keputusan yang baik dapat gagal bukan karena
salah memilih alternatif, tetapi karena gagal diterjemahkan menjadi tindakan
bersama. Komunikasi yang dinilai baik dan mampu memotivasi tim berperan pada
tiga level sekaligus: membangun pemahaman (clarity), membangun komitmen
(commitment), dan mengelola hubungan (relational). Pada level pemahaman,
komunikasi memastikan alasan keputusan, target, pembagian peran, dan tindak
lanjut dipahami warga sekolah; pada level komitmen, komunikasi membentuk energi
kolektif dan rasa dihargai karena aspirasi didengar; pada level relasi,
komunikasi meminimalkan konflik akibat perbedaan kepentingan dan menjaga iklim
organisasi tetap kondusif. Hal ini selaras dengan temuan bahwa relasi
antarwarga sekolah harmonis dan suasana sekolah kondusif; kondisi ini bukan
hasil kebetulan, melainkan produk kepemimpinan komunikasi yang memampukan
musyawarah berjalan efektif dan mendorong penerimaan atas keputusan.


Kendala
yang ditemukan keterbatasan sarana-prasarana dan tingginya ekspektasi
masyarakat memperlihatkan bahwa kepemimpinan keputusan selalu bernegosiasi
dengan konteks. Dari kacamata manajemen sumber daya, keterbatasan sarpras membatasi
ruang alternatif dan sering memaksa sekolah memprioritaskan kebutuhan paling
mendesak. Pada saat yang sama, ekspektasi masyarakat yang tinggi menunjukkan
bahwa sekolah beroperasi dalam ekosistem stakeholders’ yang menuntut layanan,
transparansi, dan hasil yang cepat. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan
ketegangan: sekolah ingin memenuhi harapan publik, tetapi kapasitas sumber daya
belum memadai. Di sinilah kepemimpinan demokratis dan komunikasi menjadi
semakin krusial, karena proses keputusan perlu menjaga keseimbangan antara
aspirasi dan realitas. Keputusan yang tidak partisipatif berisiko dipersepsikan
tidak peka atau tidak adil; sebaliknya keputusan yang terlalu mengikuti
tuntutan tanpa arah visi–misi berisiko mengorbankan konsistensi tujuan sekolah.
Temuan bahwa ekspektasi masyarakat menjadi kendala menguatkan bahwa
kepemimpinan sekolah bukan hanya mengelola internal, tetapi juga mengelola
“kontrak sosial” dengan komunitas bagaimana sekolah menjelaskan keterbatasan
secara terbuka sambil menunjukkan upaya perbaikan yang nyata.


Strategi
solusi yang dilakukan mengajukan proposal ke dinas terkait dan membangun kerja
sama dengan aparat desa dapat dipahami melalui perspektif ketergantungan sumber
daya (resource dependence) dan tata kelola kolaboratif. Ketika sumber daya
internal tidak cukup, organisasi cenderung memperkuat jejaring eksternal untuk
memperoleh dukungan. Mengajukan proposal bukan sekadar tindakan administratif,
melainkan strategi kepemimpinan untuk memperluas kapasitas sekolah agar
keputusan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi bisa dieksekusi. Kolaborasi
dengan aparat desa juga menunjukkan kemampuan kepala sekolah membaca lingkungan
sosial dan memanfaatkan dukungan lokal sebagai modal implementasi. Dalam
kerangka stakeholder, strategi ini juga berfungsi meningkatkan legitimasi:
keterlibatan pihak luar membuat keputusan lebih “dipahami bersama” dan membantu
mengelola ekspektasi masyarakat karena sekolah tidak bekerja sendiri. Ditambah
dukungan dari dinas pendidikan, komitmen guru/staf, dan dukungan orang tua,
keputusan sekolah memiliki fondasi sosial yang lebih kuat untuk dijalankan
secara berkelanjutan.











Secara
keseluruhan, pembahasan ini mengonfirmasi bahwa kualitas pengambilan keputusan
di SDN Ampukung Hulu dibangun oleh integrasi tiga determinan kepemimpinan
demokratis, visi–misi, dan komunikasi yang kemudian diuji oleh kendala sarpras
dan ekspektasi masyarakat, serta diperkuat oleh strategi mobilisasi dukungan
melalui proposal dan kemitraan lokal. Temuan penelitian memberi makna bahwa “kepemimpinan
keputusan” yang efektif di sekolah dasar bukan hanya soal keberanian mengambil
keputusan, tetapi kemampuan mengorkestrasi partisipasi, menjaga konsistensi
arah, dan mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan agar keputusan
menjadi legitim, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.


 


KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI


Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala
sekolah dalam pengambilan keputusan di SDN Ampukung Hulu Kelua dipengaruhi oleh
tiga determinan utama, yaitu gaya kepemimpinan demokratis, kejelasan visi–misi,
dan kemampuan komunikasi. Gaya demokratis ditunjukkan melalui pelibatan guru
dan staf dalam proses musyawarah, namun tetap disertai arahan yang jelas
sehingga keputusan lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Visi–misi sekolah
yang terkomunikasikan dengan baik berfungsi sebagai kompas untuk menjaga
konsistensi arah keputusan serta menjadi motivasi kolektif warga sekolah.
Kemampuan komunikasi kepala sekolah memperkuat koordinasi, membangun semangat
kerja, dan membantu mengelola perbedaan pandangan sehingga iklim sekolah
relatif kondusif dan hubungan antarwarga sekolah harmonis. Temuan lain
menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif dan
melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal (komite, orang tua,
bahkan siswa), yang berdampak pada meningkatnya dukungan masyarakat dan posisi
sekolah sebagai pusat aktivitas komunitas. Kendala utama yang menghambat
efektivitas keputusan adalah keterbatasan sarana-prasarana dan tingginya
ekspektasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepala sekolah
menempuh strategi pengajuan proposal ke instansi terkait serta membangun kerja
sama dengan pihak luar seperti aparat desa, dengan dukungan dinas pendidikan,
komitmen guru/staf, dan dukungan orang tua.


Rekomendasi praktis pertama ditujukan kepada kepala
sekolah agar mempertahankan pola kepemimpinan demokratis yang sudah berjalan,
namun dilengkapi dengan prosedur keputusan yang lebih tertata, seperti
dokumentasi alasan keputusan, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi tindak
lanjut secara berkala agar akuntabilitas meningkat. Kepala sekolah juga perlu
terus menguatkan sosialisasi visi–misi melalui kegiatan rutin sekolah sehingga
visi–misi benar-benar menjadi dasar prioritas program dan acuan saat menghadapi
keterbatasan sumber daya maupun tekanan ekspektasi masyarakat. Selain itu,
komunikasi kepemimpinan perlu dijaga konsistensinya melalui forum dialog rutin
dengan guru/staf dan kanal komunikasi yang jelas dengan komite/orang tua untuk
mencegah miskomunikasi dan mengelola harapan publik secara realistis.











Rekomendasi kedua ditujukan kepada dinas/instansi terkait
agar memperkuat dukungan sarana-prasarana serta pendampingan manajerial bagi
sekolah melalui program pelatihan kepemimpinan dan pengambilan keputusan
berbasis data, sehingga kepala sekolah memiliki kapasitas lebih kuat dalam
menentukan prioritas dan menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sekolah. Komite
sekolah, orang tua, dan aparat desa disarankan memperkuat kemitraan melalui
dukungan yang terencana (misalnya gotong royong program prioritas, dukungan
komunikasi, dan fasilitasi jejaring) agar solusi atas keterbatasan sarpras
dapat berjalan berkelanjutan. 


 


PENELITIAN
LANJUTAN


            Untuk
penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi pada beberapa sekolah
(multi-situs) dan menambah variasi informan (misalnya orang tua dan siswa
sebagai informan utama) agar diperoleh perbandingan konteks dan pemahaman yang
lebih luas mengenai determinan kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan
keputusan.
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